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Pemberian hak terhadap terpidana untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diatur dalam
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah dijiwai dan dilandasi oleh
semangat dan cita-cita untuk melindungi hak-hak terpidana sebagai warga negara dengan tujuan terciptanya
proses hukum yang adil. Undang-undang membatasi pel aksanaan Peninjauan Kembali terhadap suatu
putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Hal ini dengan pertimbangan bahwa suatu proses hukum tidak
boleh berlangsung tanpa berhingga dan tanpa kepastian. Dalam praktek di pengadilan telah dilakukan
Peninjauan Kembali lebih dari satu kali terhadap suatu putusan, yang tertuang dalam putusan Mahkamah
Agung No. 4/PK/Pid/2000 dan No. 66/PK/Pid/2002. Selain itu, dalam praktek peradilan ternyata ada
permohonan Peninjauan Kembali yang diagjukan oleh pihak lain selain terpidana, dan dilakukan bukan hanya
terhadap putusan pemidanaan, melainkan juga terhadap putusan Praperadilan. Skripsi ini bertujuan untuk
mengetahui siapa saja yang berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, apa yang menjadi dasar
hukum pel aksanaan Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan Peninjauan Kembali, serta apa yang
menjadi legitimasi yuridis bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan Peninjauan Kembali terhadap suatu
putusan Peninjauan Kembali. Skripsi ini menganalisa kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut. Untuk
masa yang akan datang ketentuan mengenai Peninjauan Kembali perlu diperjelaslagi sehingga tidak
menimbulkan perseps yang berbeda-beda yang akan menimbulkan adanya ketidakpastian
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